
WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

?UGAS POKOK DAN FUNGSI PE"IABAT STRUKTURAL PADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BISMILI.AHIRRAHMANI RRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan Pasal 166 ayat (6) Qanun Kota Langpa
Nomor 4 Tahun 20OB tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dina.s, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota
Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota
Langsa Nomor 4 tahun 2013 dipandang perlu menetapkan
kembali rincian tugas pokok dan fungsi pejabat struktural
pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 304 U sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO 1 tentang
Pembentukan Kota Langsa (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 411O);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indeinesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 48a4|;

2.

3.

4. Undang-Undang...



5.

6.

7.

9.

10.

8.

4. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 20O6 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);
Undang-Undang Ncmor 25 Tahun 2OAg tentang Pelayanan
Pubfik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor lt2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AtL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\
Peraturan Pemerintah Nomor i00 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalarn Jabatan
Struktural {Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun
2OOO Nomor t97, Tarntrahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Perrrerintah Nomor 10O Tahun
2OOO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural {Lembararl Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a19fi;
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOZ tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
Peratr.rran Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2AA7
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diutrah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2OAT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2008
tentang Pedcman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

12. Qanun...



12. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2oo8 tentang susunan
organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan Kota Langsa {Lembaran Daerah Kota
Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Qanr.ln Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2O1B tentang
Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nornor 4).

MEMUTUSKAN:

MCNCtApKan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI Ptr,"IABAT STRUKTURAL PADA KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa,

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pernerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan
Perangkat Kota.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4" Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah unsr-lr penyelenggara Pemerintahan Kota yang
anggotanya dipilitr melalui Pemilihan Umum.

5. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota
dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari
Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah
Sekretariat Daerah Kota Langsa.

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Langsa.

8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya
disingkat KP2T adalah Lembaga Teknis Daerah yang
dibentuk sesuai Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 20OB
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Keda Dinas,
Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa
sebagaimana diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4
Tahun 2AL3 tentang Perubahan Atas Qanun Kota l,angsa
Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan
Kota l"angsa.

9. Kepala Kantnr Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala
Kantor pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Langsa.

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kcta Langsa.

1i. Seksi...



11.

t2.

13.

t2)

{3}

Seksi adalah Seksi pada Kantor Pelayanan perijinan
Terpadu Kota Langsa.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
fungsional pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Langsa.
Tim Teknis adalah Tim Teknis pada Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Langsa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pasai 2

Dengan Peraturan ini disusun Ttrgas Pokok dan Fungsi Pejabat
Struktural pada Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu
K<lta Langsa.

Pasal 3

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Langsa terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Sumber Daya.Alam;
d. Seksi Pelayanan Non Sumber Daya Aiam;
e. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
f. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
g. Tim Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

{1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa dipimpin
aleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional
berta-nggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepaia Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor
sesuai dengan bidang tugasnya.

Tim Teknis berada di bawah Kepala-kepala Seksi dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala
Seksi.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4)

{s)

Bagian :Hetiga...



Bagian Ketiga
T\"igas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 5

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas
melakukan penyelenggaraan pelayanan perijinan sumber daya
alam, pelayanan perijinan non sumber daya alam dan
penanaman modal $ecara terpadu dengan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Kepala Kantor KP2T menyeienggarakan fungsi:
a. petraksanaanurusanketatausahaan;
b. penyelenggaraan administrasi umum perlengkapan

kepegawaian dan keuangan;
c. penJrusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;
d. penetapan standar pelayanan perijinan sumber daya alam,

perijinan non slrmber daya alam dan penanaman modal
se suai dengan ke tentuan peraturan perundang-unda ngarn;

e. perumusari kebijaksanaan teknis, pengendalian dan
pelaksanaan program pelayanan perijinan sumber daya
alam, perijinan non sllmber daya alam dan penanaman
modal;

f. pengembangan kelompok fungsional di bidang perijinan
dar: penanafiran modal;

g. pengelolaan sistim informasi secara efektif, efisien dan
mudah diakses;

h. penanganan penga4r* terhadap ketidakpuasan p_elayanan
perijinan sumber daya alam, perijinan non sumber daya
alam dan penanaman modal;

i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga
instansi terkait lainnya di bidang perijinan dan penanaman
modal;

j. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja
penyeienggaraan pelayanan p-erijinan surnber daya a1am,
perijinan non sumber daya alam, dan penanarnan moda-l
secara periodik untuk mengetahui indeks kepuasan
masyarakat; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian ?ata Usaha mempunyai tugas melakukan
pengelolaan urusarl pelayanan administrasi llmlrm,
perlengkap&fl, peralatan, kerur,nahtanggaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan,
penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Paragra$ 3...



Paragraf 3
Seksi P*layanan $umber Daya Aiam

Pasa] 8
se$si Pela5lanan. Perijinan sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan perilinan v"'"smeliputi penerimaalr, pengecekan, pemrosesan perm.itronan i3inl
penyerah_an surat keputusan, daa penyiapari data perijirian
sumber daya alam.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Nan Sumber Daya Alam

Pasal 9

seksi Pelayanan Non sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan pirijinan yins
meliputi penerir,naan, pengecekan, pemrose$an permdtronan iiin]
peny-erahan surat keputusan, dan penyiapan data perijinan ion
sumber daya alam.

Paragraf 5
Seksi Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 1O

Seksi Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal
yang meliputi penerimaan, pengecekan, pemrosesafi
permohonan ijin, penyerahan surat keputusan, dan penyiapan
data penanaman modal.

Paragraf 6
Seksi Informasi dan Pengaduan

Pasal 1 1

seksi Inforrnasi dan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan
Flh"" perl-oman dan_ petunjuk teknis kegiatan di 

- 
bidang

informasi dan pengaduan yang meliputi p*rrg**pularr dai
pengolahan data, memberikan persyaratan dan- prosedur
tentang pelayanal per_rjinan sumber daya alam dan pelayanan
perijinan non sumber daya alam dan penanaman modal.

Paragraf 7
Tim Teknis

Pasal 12

Tim Teknis mempunyai tugas melakukan pengecekan ke
lapangan dan/atau studi kelayakan terhadap permohonan
perijinan sumber daya alarn, non sumber daya alam dan
penal]aman modal sebagai rekomendasi diterima atau tidaknya
suatu permohonan.

BAB III..,



(1)

(21

BAB III
KELOMPON JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional nrempunyai tugas melaksanakan
yelaglan tugas Pemerintah Kota sisuai denlan keahlian dan
kebutuhan

Fasai 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsicnal yang terbagi dalam belbagai t eiompof,
sesuai dengan bidang keahliannya.

9:t1"p kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},dipirnpin oleh $eovang tenaga fungsioni senior y""s
ditunjuk oleh walikota, dan bertanggung jawab kepadi
Kepala Kantor.

Jumlah Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada
ayat {U, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan teuan
r\L1J6t,

,]gnis_ Can jenjaag jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat i1), diatur sesuai dengan peraturari
perundang-unciangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasai 15

T*.p{"_ Ka,rtor, Srpala Sub Bagian Tata Usai:a, dan Kepala
Seksi ciiangkat dan diberhentikan oieh Walikora.
unsr:r-unsur lain di lingkungan Kantor pelayanan perijinan
Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 15
jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Perundang- Uneiangan.

Eselon Jabatan paCa
aCalah sebagai berikut :

a. Kepaia Kantor

I)^^^1 1.7I (1ildl I /

Kantor Pelavanan Perijinan Terpadu

t3)

i4)

{1i

{2i

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi

Eseiorr
Eselon
Eselon

III.a;
IV"a; dan
IV.a"

tsAB V
TATA KERJA

Pasal 18

{ u Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala sub
Bagian Tata usaha dan Kepala seksi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sirnptit<asi
baik intem maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai
dengan fugas pokok masing-masing.

(2) Setiap...



{2t Setiap unsur di lingkungan
Terpadu wajib melaksaaakan

Kantor Pelayanan perijinan
pengawasan melekat.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjarankan
tugasnya karena berhalangan, rnakq. Kepala Kantor dapat
menunjuk Kepala sub Bagian Tata usaha atau salah *u.t
Kepala Seksi unfuk mewakili Kepala Kantor.
Daiam hal Kepala sub Bagian Tata usaha tidak dapat
menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala
Kantor menunjuk salah seorang Kepala seksi ,rrrt rk
mewakiii Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Dalam hal Kepala seksi tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, maka Kepaia i(antor menunlut<
seorang Staf untuk merxrakili Kepala Seksi.

Pasal 2O

Atas. dasar pertirybangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Kantor pelayanan perijinJn
Terpadu dapat mendelegasikan kewenangan-kewerrr"rrg*r,
tertentu kepada nejlbat setingkat di bawah.,ya 

"esuai 
denlan

ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 2 1

99r3t" biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Kota
Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
se suai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasa! 22

uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural di
lingkungan Kantor Pela3ranan perijinan Terpadu Kota Langsa
diatur dengan Peraturan S/alikota Langsa,.

BAB VIII
KETEIqTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Haj-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang
rnengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan d{i1ara
Kepufusan walikota dengan berpedoman pada peraturan
Perundang-Undangan.

(1)

{2t

{3}

BAB IX...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunye. peraturan waiikota ini maka ketentuan
pagln keempat Pasal 48, sub Bagian 2 paragraf 1 pasal 49,
Pasal 50, Paragraf 2 Pasal 51, pasal 52, pasal s3, paragraf i
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Paragraf B pasar sr, pasll sB,
Pasal 59, Paragraf 4 Pasal 6o, pasal 61, pasal 62, paragraf S
Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 6s peraturan walikota Lingsa
Nomor 11 Tahun 2o0g tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi
Pejabat struktural di lingkungan Kantor-Kantor pemerintah
Kota Langsa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangarl Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 September 2013 M

3 Dzulqaidah L434 H

Diundangkan
pada tanggal

di Langsa
9 September 2013 M
3 Dzulqaidah 1434 H

/*^tr.orA LANGSA, /

q), {.rsMAN ABDULLAH

SEKRETARIS

MUHAMMAD SYAHRIL

BtrRITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OL3 NOMOR 419


